BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern, rumah tangga menghadapi lebih banyak masalah dan
tantangan. Ini mengakibatkan peningkatan jumlah masalah dan kebutuhan rumah
tangga.! Korban dan anggota keluarga lainnya yang terkena kekerasan dalam
rumah tangga sering mengalami trauma dan penderitaan setelah mengalami
kekerasan dalam hubungan keluarga mereka. Kekerasan rumah tangga adalah
bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia.? Hak
asasi sendiri sudah melekat sejak manusia itu lahir dan harus memperoleh jaminan
hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus
memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.’

Kekerasan dalam rumah tangga secara umum semula hanya dilihat sebagai
kejahatan penganiayaan terhadap badan dan mungkin juga nyawa sebagai bentuk
kejahatan penganiayaan dan pembunuhan, demikian pula dengan pelecehan seksual
dan sebagainya.* Karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai
masalah yang serius dan dilarang.  Perbuatan yang lebih bersifat fisik yang

menyebabkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain disebut kekerasan.

! Fauzia Latief, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo
, Jurnal Hukum,Pendidikan, dan Sosial Huamniora vol. 1, no. 3, May 2024. him.240

2 Ibid

3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
1995, hlm. 45.

4 Margie Gladies Sapacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban

KDRT ”,Jurnal Ilmiah , Vol.22 No.1, Januari-Juni 2016



Korban KDRT biasanya mendapatkan ancaman yang membuat hidup korban
merasa tidak aman dan nyaman sehingga dianggap sangat mempengaruhi
kehidupan mereka. Pemerintah dan penegak hukum sangat memperhatikan
kekerasan dalam rumah tangga saat membantu korban dan memulihkan mereka.
Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak-hak

korban. Komnas perempuan mencatat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah KDRT di Indonesia

Tahun Jumlah KDRT di Indonesia
2020 8.104
2021 7.435
2022 5.526
2023 11.324
2024 11.098
Sumber: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---111-

PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implementasi
UU PKDRT.

Pada tahun 2020 meskipun tecatat adanya penurunan korban ke berbagai
Lembaga Layanan di masa pandemik Covid-19 dengan sejumlah kendala sistem
dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan
langsung sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Ranah kekerasan
terbanyak yang diadukan ke Komnas Perempuan sendiri adalah KDRT sebanyak

65%.°

5 https://psw.ugm.ac.id/2021/03/09/komnas-perempuan-launcing-catatan-tahunan-
2020/#:~:text=Ranah%?20kekerasan%?20terbanyak%?20yang%?20diadukan%20langsung%?20ke.kasus%
20merupakan%?20kasus%20yang%?20paling%?20banyak%?20diadukan. Komnas Perempuan: Launcing
Catatan Tahunan 2020
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2021 sebanyak 7.435. Jumlah kekerasan
dalam rumah tangga tersebut lebih rendah 8,25% dari tahun sebelumnya. ® Hal ini
sedikit menunjukkan bagaimana Undang-Undang PKDRT ini bekerja yang
mengakibatkan adanya penurunan yang cukup baik.

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 5.526 kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebtu menurun hingga
25,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di
Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan.’

Data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) menunjukkan, selama tahun 2023 jumlah kasus kekerasan mencapai
18.466 kasus. dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan sebanyak
88,5% dan 11.324 di antaranya merupakan kasus KDRT. Jumlah korban kasus
kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus yang tertinggi dibandingkan kategori
lainnya. ® Pada tahun 2023 ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami
kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Kasus kekerasan menurut Catatat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024

6 https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/603a7aecf3fa9b6/daftar-10-polda-dengan-
pelaporan-kasus-kdrt-tertinggi-pada-2021 Daftar 10 Polda dengan Pelapor Kasus KDRT Tertinggi
pada Tahun 2021

7 https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada-2022 Data Jumlah
Kasus KDRT di Indonesia pada 2022

8 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---11I-PUSLIT-A gustus-2024-
177.pdf Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT.
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kekerasan sendiri ada 28.789 kasus. Dari total kasus tersebut, mayoritas korbannya
adalah perempuan dengan 24.789 kasus. Budaya patriarki menjadi pemicu KDRT
dalam masyarakat. Kasus KDRT sendiri pada tahun 2024 sebanyak 11.098 dimana
angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.’

Korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan dari semua
pihak agar mereka terhindar dari ancaman kekerasan terus menerus dari pelaku.
Akibatnya, perangkat hukum yang memadai diperlukan untuk mencegah dan
menghentikan tindakan kekerasan tersebut. '°

Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga adalah pembaharuan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang membantu kelompok rentan atau tersubordinasi.'! Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
menetapkan dasar untuk menghentikan dan mencegah tindakan kekerasan, serta

memberikan perlindungan kepada korban dan melakukan tindakan hukum terhadap

pelaku.'? Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dianggap merugikan bagi korban

® Palupi, Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Agama,
Sosial, Perempuan dan Anak, Vol.17 No.1 (2025)

10 https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-
kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt, Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada
tanggal 21 Oktober 2024.

1 Mayor, G. “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”,. Lex
Crimen, Vol.4 no.6. ,2015

12 Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga”, Jurnal llmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8 Nomor 1
hlm. 37,2018
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dan berpotensi membuat korban mengalami trauma dan luka secara fisik dan psikis
yang mandalam.

Dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukannya
menberikan motivasi melalui konseling supaya korban lebih kuat dan memberikan
rasa aman untuk korban. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan
komitmen negara untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga,
mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan, serta memberikan perlindungan
kepada korban."® Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini diharapkan
membawa perubahan bagi perlindungan korban di bidang hukum, khususnya di
bidang hukum pidana. Adanya undang-undang PKDRT ini penting bagi Indonesia,
isu KDRT akan bergeser yang semula privat menjadi public. Oleh karena itu,
hambatan psikologis bagi korban diharapkan dapat diruntuhkan sehingga mereka
tidak merasa bersalah dan malu karena telah membutuhkan perlindungan khusus
dari kejahatan dalam rumah tangganya sendiri.

Secara umum, UU PKDRT memberikan harapan yang besar bagi masyarakat,
khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk melawan berbagai
bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Undang-undang ini secara khusus
mencakup upaya pencegahan, pemberian perlindungan, serta pemulihan bagi para

korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga

13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal
1 ayat 2.



membutuhkan perlindungan yang menyeluruh agar mereka terhindar dari ancaman
kekerasan terus menerus dari pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Terhadap
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dirumuskan dengan menitikberatkan
pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminasi,
dan perlindungan korban. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk
mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban,
mengadili pelaku, dan memelihara ketenteraman dalam rumah tangga.

Pemberlakuan undang-undang ini menandai dimulainya upaya perempuan
untuk mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang
sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi antara suami istri, sebuah 'aib
keluarga' yang diselimuti tabu dan kerahasiaan.'*

Pasal 2 UU PKDRT menjabarkan ruang lingkup rumah tangga meliputi
keluarga inti, keluarga sedarah, keluarga kandung, keluarga sedarah, keluarga wali,
dan keluarga binaan yang bertempat tinggal dan berkontribusi terhadap rumah
tangga tersebut, beserta pembantu rumah tangga yang juga tinggal dan membantu
di dalamnya. Undang-undang ini tidak hanya melindungi pasangan suami istri,
tetapi juga anak-anak dan pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi

juga perilaku psikologis, seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik didefinisikan

14 Kussunaryatun, ”Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di
Daerah Surakarta dan Sekitarnya”, Jurnal llmiah Hukum Yustisia. Edisi Nomor 68.hlm 82, 2006



dalam Pasal 6 UU PKDRT sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit, sakit,
atau kerugian yang signifikan. Padahal, kasus kekerasan fisik terhadap korban
sering kali digolongkan oleh aparat penegak hukum sebagai tindak pidana ringan,
yang mengakibatkan hukuman tidak lebih dari empat bulan penjara atau bahkan
hukuman bersyarat.!> Pada pasal 44, aparat penegak hukum menafsirkan bahwa
kekerasan fisik terhadap istri/suami hanya dapat dilihat dari dua hal yaitu kekerasan
fisik berat dimana sanksi pidana lebih berat dan kekersan fisik ringan dimana sanksi
pidana lebih ringan.

Kekerasan psikologis, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU PKDRT,
dicirikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut, mengurangi rasa percaya
diri, melemahkan kemampuan, menimbulkan perasaan tidak berdaya, atau
mengakibatkan tekanan psikologis yang mendalam bagi korban. Para profesional
penegak hukum sering berpendapat bahwa menetapkan hubungan sebab akibat
antara efek psikologis tertentu dan tindakan suami/pelaku merupakan hal yang
sulit. Pada saat yang sama, kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah
merupakan pemaksaan terhadap anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga
tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kriminal yang

mengorbankan dan merendahkan martabat individu yang menjadi korban.

1> FGD dengan pendamping korban, , Komnas Perempuan dengan dukungan UN Woman Office
Jakarta, Jakarta, 19 Oktober 2017



Demikian pula, ada pelanggaran yang mungkin tidak perlu menyertakan kekerasan,
seperti kejahatan seksual.'®

Adapun dalam pasal 9 UU PKDRT yang menjelaskan tentang penelantaran
orang dalam lingkup rumah tangga, hal ini dapat dikatakan apabila anggota
keluarga melepaskan tanggung jawabnya sebagai anggota hingga membatasi
kebebasan . Dalam Pasal 10, UU PDKRT penegak hukum wajib melindungi
anggota keluarga dari kekerasan fisik,pskis, seksual maupun penelantaran dalam
rumah tangga dengan sanksi yang serius bagi pelaku, namun dengan kendala dalam
bentuk mekanisme delik aduan yang bisa memengaruhi efektivitas implementasi
undang-undang ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangat memprihatinkan.
Meskipun telah ada undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak
perempuan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala.
Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki tantangan yang cukup besar
dalam melaporkan kejadiannya, karena meskipun telah ada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di
Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus meningkat dari tahun
ke tahun.!” Kasus kekerasan dalam rumah tangga kini semakin sering terjadi dan

intensitasnya semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan

16 Sarip Hidayat, “Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang
No 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz. ”, Jurnal Penelitian, Vol.13 No.02, Tahun 2022, hlm.182
17 Hana Fairuz Mestika, “Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga di Indonesia,” lkatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022): 118-

130.



masalah sosial yang sudah berlangsung lama dan terjadi di beberapa keluarga di
Indonesia. Di era perubahan yang mengutamakan hak asasi manusia, kasus
kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dapat diabaikan atau bahkan tidak ada
sama sekali. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa
tahun terakhir mencerminkan stagnasi dalam penegakan perlindungan hak asasi
manusia bagi korban kekerasan di negara ini.'8

Undang-undang PKDRT secara sepintas, sudah bersifat komprehensif dalam
pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengenaan saksi bagi pelaku dalam
KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum bisa
berjalan sesuai dengan harapan. Faktor yang menghambat adalah belum dipahami
oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari kekerasan dalam lingkup rumah
tangga, karena beberapa masyarakat masih terisolasi oleh nilai-nilai budaya yang
patriarki dan pemahaman yang salah terhadap agama.'

Tidak hanya karena undang-undang itu sendiri, tetapi juga karena cara para
penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat berpikir secara patriarkis, sehingga
kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti

lebih lanjut tentang permasalahan perlindungan korban kekerasan dalam rumah

18 Emilda Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014):
139-154.

19 Emilda Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 1 (2014):
139-154.



tangga apakah masih relevan pada tahun 2024. Oleh karena itu penulis mengangkat
permasalahan ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan
Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan korban KDRT dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004?
2. Bagaimana evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada saat ini?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari

penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004.

2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

pada saat ini ketika Undang-Undang ini telah berjalan.

. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan antara lain

sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif tentang perlindungan
hukum bagi korban kekerasan, khususnya KDRT.
b. Hasil pemelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah
wawasan dalam bidang hukum pidana dan dapat membantu pemahaman
terhadap pihak-pihak terkait atau korban terhadap kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang berupa pemikiran akan

memberikan manfaat dalam lapangan kepada:
a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberikan perspektif tentang

pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan, khususnya KDRT.

b. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No.
23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga
menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan di
dalamnya yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Pemerintah
Hasil penulisan ini akan memberikan pemahaman kepada pemerintah
bahwa banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan keadilan,

khususnya pada kekerasan yang terjadi dimasyarakat.
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E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum

Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004

Korban Kekerasan

Rumah Tangga

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, pasti tekandung
pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam
konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai hukum pidana materil maupun
hukum pidana formil.?® Kejahatan merupakan hal yang sangat merugikan bagi
korban dan orang sekitar. Hal ini berdampak buruk pada korban pelaku sehingga
diperlukannya perlindungan hukum kepada korban. Dampak kekerasan dalam
rumah tangga tidak hanya dialami oleh korban yang secara langsung menjadi
sasaran agresi pelaku. Namun, hal ini juga dapat memengaruhi aspek fisik, mental,
dan aspek lainnya. Akibatnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat
mengkhawatirkan dan tidak boleh dianggap remeh, karena berdampak buruk pada

anak-anak, bahkan jika mereka tidak terlibat secara langsung. 2!

20 Jamaa, La. "Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana
indonesia." Jurnal Cita Hukum 2.2 (2014).

2! Tva Nurfaizah, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental
Anak,” Gunung Djati Conference Series 19 (2023).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), merupakan perangkat hukum yang
didalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan
penindakan terhadap pelaku KDRT. Dengan demikian, KDRT sudah menjadi
masalah publik dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dianggap privat. Oleh
karena itu, penanganan KDRT seharusnya proporsional, sebanding dengan
perlindungan korban dan penanganan pelaku.?

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai tindakan apa
pun yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang terhadap orang lain.
Tindakan ini mengakibatkan kekerasan fisik, seksual, atau psikologis pada korban,
termasuk ancaman isolasi, pemaksaan, penolakan kebebasan sewenang-wenang,
atau eksploitasi ekonomi, yang semuanya terjadi di dalam lingkup rumah tangga.?®

Isu yang berkembang saat ini adalah penerapan inovasi perundang-undangan
yang tepat dalam UU PKDRT dan kemampuannya untuk menanggapi tuntutan
korban dalam proses peradilan. KDRT, yang terkadang disebut sebagai kejahatan
terselubung, telah memengaruhi banyak korban dari berbagai latar belakang.

Kekerasan semacam ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi

22 Sartika Dewi, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Jurnal
Sehat Masada 14, no. 2 (2020): 121-134.

2 Sartika Dewi, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Jurnal
Sehat Masada 14, no. 2 (2020): 121-134.
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oleh berbagai penyebab. Imbasnya bukan hanya kepada istri yang mengalami
kesulitan, tetapi juga anak-anak jaga.?* Karena pada dasarnya rumah tangga
merupakan tempat dimana anak-anak dapat merasakan kehangatan suatu keluarga
dan rumah, bukan menjadi suatu ancaman bagi semua anggota keluarga
didalamnya.

Baik negara maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pencegahan, perlindungan, serta memberikan hukuman terhadap pelaku KDRT,
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, khususnya yang terjadi
dalam lingkungan rumah tangga, dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak

asasi manusia, penghinaan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi.?®

. Metode Penelitian

Saat menulis penelitian ilmiah, membutuhkan penelitian yang berfungsi
sebagai alat untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian. Penelitian
hukum sendiri adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem atau
pemikiran tertentu, yang dimaksudkan untuk dipelajari dengan cara menganalisis
fenomena hukum tertentu.’® Metode penelitian yang akan digunakan pada

penelitian adalah sebagai berikut:

24 Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, “Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Reformasi 8, no. 1 (2018): 40.
2 Ibid

26 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
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1.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif, yaitu menerangkan secara jelas dan rinci bagaimana upaya
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder
belaka.?’ Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum,
yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi

terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.?®
Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan
kepustakaan. Pada metode ini peneliti akan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.?® Pendekatan yang di perggunakan dalam

penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statue approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Penrundang-

Undangan yang relevan dengan masalah yang di bahas.

¥ Ibid, 2003,hlm.13
B Ibid, him 93
2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), him.

32.
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2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep
praktis yang dapat diimplementasikan menjadi suatu solusi atas
permasalahan yang telah terjadi.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang terdiri dari kaidah
dasar yang mengikat.*® Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
yaitu
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c) KUHP Pasal 335, 351, 354, 358, 368, 372, dan 170.
d) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT.
e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (UU LPSK)
f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

30 Ibid, him 32
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua dokumen yang berbentuk
tulisan atau karya ahli hukum dalam buku, tesis, desertasi, jurnal, makalah,
artikel dan internet serta bentuk lain yang berkaitan dengan masalah

penelitian ini.>!

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan
dengan cara memperoleh data tersedia di perpustakaan yang pernah ditulis
sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan.>?
Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari
bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.
5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi
informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat
untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan kekerasan
dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang
dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan bahan

Pustaka yang kemudian ditulis dengan deskriptif. Penelitian menggunakan

31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm
34
32 Ibid, hal 38
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analisis deskriptif dimana peneliti menelaah data sekunder lalu menyajikan data

berikutnya dengan analisanya. >3

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang
masing-masing memilki bab yang berkaitan satu sama lain. Selain itu, ada
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang perlindungan hukum
bagi korban KDRT oleh pemerintah dan relevansi Undang-Undang PKDRT di
Indonesia dari tahun ke tahun , dan menjelaskan mengapa penulis ingin
mengangkat masalah upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bagian pustaka ini membahas secara umum maupun secara spesifik mengenai
konsep perlindungan hukum dalam lingkup rumah tangga, termasuk perlindungan
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Selain itu, juga diuraikan relevansi dari upaya perlindungan
terhadap korban KDRT dalam undang-undang tersebut terhadap kondisi Indonesia

saat ini.

33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm
34
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BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan metode apa yang digunakan dalam
penelitian ini dan bagaimana sumber data didapat untuk melengkapi penelitian ini
BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini membahas dan menjabarkan tentang upaya perlindungan terhadap
korban KDRT dalam Undang-Undang dalam beberapa waktu dan pada saat ini.
BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat dan jelas tentang
kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah dan diakhiri
dengan saran-saran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil keseluruhan dari

penelitian tersebut.
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